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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP 
DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 

BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan 
kemudahan akses arsip bagi publik serta 
perlindungan terhadap keamanannya maka perlu 
adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses 
arsip dinamis di Lingkungan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi 
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5149); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 
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12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 
Dinamis; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES 
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA.   

Pasal 1 
Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 
Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana ini. 

Pasal 2 
Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 
Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka 
menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan 
prinsip cepat, tepat, murah, dan aman. 

Pasal 3 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 2014 
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA, 
 
SYAMSUL MAARIF 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Januari 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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